ABSTRAK

Regulasi dalam Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang dapat
mengontrol sistem Pemilu agar tetap sesuai dengan koridor konsep negara
demokrasi. Regulasi Pemilu juga menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara
Pemilu dalam melaksanakan proses Pemilu sesuai tahapannya. Akan tetapi
regulasi yang telah ada ternyata tidak menutup timbulnya problematika yang
berujung pada permohonan pengujian peraturan perundang-undangan atau
Jjudicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)
sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, perubahan aturan
yang mendadak akibat putusan judicial review yang dapat menciptakan
ketidakpastian hukum dan berpotensi menganggu jalannya proses Pemilu, seperti
Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MA No. 24/P-HUM/2023.
Maka dari itu, perlu pembatasan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman
Indonesia dalam melakukan judicial review terkait regulasi Pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian
deskriptif-analitis berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan
hukum primer yakni peraturan perundang-undangan Pemilu dan putusan
pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode
kualitatif sehingga dapat diidentifikasi solusi dan kesimpulan atas permasalahan
dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan judicial review dalam
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai penjaga legalitas dan
konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu agar tidak menimbulkan kerugian
bagi hak siapapun. Selain itu, juga dijelaskan mengenai implikasi hukum yang
terjadi akibat judicial review yang dilaksanakan di tengah tahapan Pemilu
terhadap penyelenggaraan Pemilu melalui analisis terhadap dampak Putusan MA
dan Putusan MK yang dikeluarkan selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Atas
adanya implikasi hukum tersebut, penelitian ini menemukan mekanisme khusus
pembatasan judicial review terhadap regulasi Pemilu yakni dengan menetapkan
batasan waktu pengujian perkara judicial review yang terkait Pemilu sesuai
tahapan Pemilu dan berdasarkan Purcell Principle yang telah diterapkan di
Amerika Serikat. Agar tidak menjadi prinsip yang kaku, penelitian ini
menambahkan Winter Standard sebagai alat ukur yang jelas dari penerapan
Purcell Principle. Dengan adanya mekanisme dan alat ukur yang jelas, maka
dapat dihasilkan keseimbangan antara melindungi hak warga negara dengan
menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
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